| sAaUNAN |

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT |

NOMOR 212 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -~

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang . a bahwa dalam rangka pencegahan - dan penanggulangan e
Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kahmantan Balat 8
telah ditetapkan Peraturan  Gubernur. Kahmantan Barat-" ey
Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan stmim Dam
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagr:u Upaya.: ey
Pencegahan dan Pengendalian Corona Vtms Dzsease 2019 e
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan” ter. akhir - oo
dengan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun | 2021 0
tentang Perubahan Ketujuh ~Atas  Peraturan: Gubemur;-i”. [
Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol “Kesehatan: sebagal Upaya-_}_-f S
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Edatan
Menteri Dalam Negeri Nornor —440/7183/8J tentang'-_-__"_-.'__._'___ o
Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease = =~
2019 Varian. Omicron - Serta Penegakarl Penggunaan'-f el
Aplikasi PeduliLindungi - dan- memperham{an kondisi :
serta perkembangan saat ini, meka Peraturan Gubernur e
sebagaimana dimaksud dalam hurof. a perlu dﬂakukan
penyesuaian dan perubahan; T S L e '

c. bahwa  : berdasarkan  per t1mbangan sebagaamana Gl
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan]f._-_ e
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedelapan Atas =~ =
Peraturan Gubernur Nemor 110 Tahun- 2020 Ten‘cang-_
Penerapan’ Disiplin Dan Periegakan Hukum - Protokol =~ =~
Kesehatan: Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendaliaﬂ (R
Coronct Vams Dtsease 2019; ;




Mengingat

Pasal 18 ayat () Undang»Undang Dasar Negara Repubkkﬂ-f_ S

Indonesia Tahun 1945;

Undangnﬂndang Nomor 25 "I‘ahun . 1'9'56" "tén%éimg';'-_::'_' P
Pembentukan  Daerah-daerah  Otonom ~Propinsi -
Kalunantan Barat, Kalimantan Selatan dan’ Kahmantan o :

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran i\Eegaza Repubh}.{
Indonesia Nomor 1106);

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah o e |
Penyakit Menular ({Lembaran Negara Republzk Indonesza FENE
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan’ Lembaran Neg&ra Lo

Republik Indonesia Nomor 3723);

Undang—ﬂndang Nomor = 24 T&hun : 2007 temanﬁ.. = :
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubhk [ L
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran-? SRR r

Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang- Undang Nomor 36 Tahun - 2009 tentang'_‘_._ L

Kesehatan (Lembaran Negara Republik- h’ldanesm Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembarar- Negara Repubhk )
Indonesia = Nomor :5063) - sebagalmana ‘telah’ diubah. o 3
dengan Uﬂdang -Undang Nomm 11 Tahun 2020 ten*tang.'.-hj ey
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun = .
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaxan Negara Repubhk_ o

Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apal aturg;:_ e
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesi; a
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaa"an Neﬁ'ar& o

Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang—bjndang Nomor 23 T&huﬂ 2014 teni:ang_;-

Pemerintahan Daerah (Lembal an: E\Eegara Repubhk-_f_f.} Al
Indonesia’ Tahun 2014 Nomor 244, ’i‘ambahan Lembaran =~ -
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagmmana}-:'i-j_';-'_'_-'_-'-
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undaﬁg-— i

Undang Nomor 11 Tahun- 2020 tentana Cipta Kerja -
(Lémbaran Negara: Repubhk indonesm Tahun 2020?.

Nomor 245, Tambahan Lembara:n Negara Repubhk :-_;'.

Indonesm Nomor 6573); -

Undang- Undang Nomor =~ 30 Tahun 2014 ienia;ng
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara, Repubhk_..;_-, S
Indonesia Tahun 2014 Notnor 292; Tambahan Lembalan}_-

Negara Repu’bixk Indonesia’ Nomor 5601)

Undang- Undang Noror 6 Tahun 2018 temang Karagmnai’ :
Kesehatan (Lembaran Negam Repubhk Indonesm Tahun
2018 Nomor 128, Tam’bahan Lem’baran Negaia Repubhk

Indonesia Nomor 6236); -




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16,

17.

Peraturant Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1098
Nomor 1;0, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia: Nomor 3373);

Peraturan’ Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik = - |

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135) Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara = Republik
Indonesia: Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Lingkungan (Lembaran - Negara Repubhk S
Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembalan e

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5570);

Peraturari Pemerintah Nomior 11 Tahun 2017 tentang;- '

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran: Negara S .
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan -~
Lembaran Negara Republik Indonesia ﬁomoz 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemermtah.'

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan ' atas ..~ .-
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang .
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran ‘Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68; Tambahan- S

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477 )

Per aturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2(}19 ten’c&ng S
Keschatan Kerja (Lembaran Negara - Repubhk Indonesm': S
Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan' Lembaran Negara. L

Republik Indonesia Nomor 6444);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tenta:ﬂg _' ;
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daiam B o
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Repubhk l{ndonesm Ot

Tahun 2018 Nomor 34);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tallun 2020 temang - ._: |
Komite Penanganan Corona Virus Disedse 2019 (COVID— SR

19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembar an Negala"i
Republik L{ndonesza Tahun 2020 Nomor 178);




18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus N :
Tugas Percepatan :Penanganan -Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Sl
Keputusan Presitlen . Nomor 9 Tahun* 2020 tentang -
Perubahan: -atas Keputusan ~Pr esiden Nomor 7 tahun
2020 tentang Gugus -Tugas Percepatan Penanganan S

Corona Vzrus Disease 2019 (COVID 19)

Kepuiusan Preszden Nomor 11+ Tahun 2020 tentang .'
Penetapan Kedaruratan: Kesehatan Masyarakat COI*ona“-'i3"' e

Virus D;sease 2019. (CGVED 19)

Keputusan Pres1den “Nomor 12 'I‘ahun 2020 tentangr . ::
Penetapan Bencana Nonalam Penyebara:a Corona Vzrus_ S

Disease 2019 (COVID 19) Sebagal Beneana Nasmnal

Instruksi g Presiden - Nomor 6 Ta.hun 2020 teﬁtangf]_.:j'-‘;
Pemngkatan Disiplin dan " Penegakan I-Iukum Protokol fr b
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendahan Cdrona,--f_l

Virus Dtsease 2019

yang dap&t Memmbulkan W ab"ah'”‘ i i
Penanggulemgannya, :

Keputusan : Menterl i
HK, 01 O?/Memkes/328/2020

Dalam Mendukung Keberiangsungan Usaha pa__ _':
Pandem1 o : - GEIELE

Aparatur Szpﬂ Negara di ngkungem Kemt»:ntenan
Negeri dan - Pemeétintah Daerah, sebagazmana telah o
diubah deﬁgan Kepumsan Menieﬁ Daiam Negerz:: NOIO
440- 842 Tahun 2020 'tentang Perubahan Atas Keputusan_ e

Aparatur S1p11 Negara d1 ngl«:ungan Kemenfermn Dalam : : L

Negeri dan Pemelmtah Damah R




26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

Keputusan Menteri Kesehatan - Nomor
Hk.01.07 /Menkes/383/2020 tentang Protokol Kesehatan’

Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam

Rangka Pencegahan dan Pengendalian: Corana VJ”US o .
Disease 2019 (COVID-19); '

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomar -4 Tahun 2020 :
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan: Kepala’

Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan |
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan: sebagai’ Upay&' SRR

Penicegahan dan Pengendalian Corona Virus Dtsease'.- 3
2019 di Daerah; ' :

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 -
tentang Pemberlakukan Pembatasan Keglaian Untuk:' L

Pengendaha;n Corona Virus Disease 2019 (Covzd 19)

Instruksi Menterl Dalam Negeri Nomor 09 Tahun' 2021'. S ok
tentang  Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan'-' S
Kegiatan = Masyarakat _Berba31s_ Makro =_da'f1' : f_ R
Mengoptimalkan Posko Penanganan = Corond - _ Virus SR
Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk = =

Pengendalian Penyebaran Corona'V}*LiS'DiSeCiSe 2019; T

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021?-_ R
tentang Pemberlakuan Pembatasan Ixegmtan Maayaz akat ©
Level 3, Level 2, Dan Level 1 serta mengoptimaikan Posko g
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di ngkat Desa'_:."_"
dan Kelurahan Untuk Pengendahan Pen vebaran C‘orona' _:"::' -
Virus Disease 2019 Di Wilayah - Smnatera, _ Nusa'._" S

Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua

Instruksi Mentem Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021-"'.::
tentang Pencegahan dan Penanggulanngan’ Corona Virus o
Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2()21 dan Tahlm___’__

Baru 'Fahun 2022;

Surat Edaran Satuan - Tugas Penanganan Cowd 19_'. g L
Nomor 3 Tahun 2020 tentang -Protokol: Kesehatan--f‘ S
Perjalanan Dinas Ozang Selama leur Harz Raya dan. o
Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemx-_: S

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); -

Surat Edaran Satuan Tugas - Penanganan Cowd lQ s '. :
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpangangan Ketentuan* S :
Perjalanan Orang Dalam Negeri Masa Pandeml Carona

Virus Disease (Covid-19);

Surat Edaran Satuan Tugas- Pena_nganan Cov1d 19

Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketemuarz Pezjalanan i
Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandeml C?orona Vzm SR

Disease (Covzd -19);




35. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan
Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021
dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

36. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Republik

Indonesia: Nomor Nomor SE 96 Tahun 2021 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri
Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

37. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Noror 440/7183/8J

tentang Péncegahan Dan Penanggulangan C‘oron_a’ Virus .
Disease 2019 Varian Omicron Serta © Penegakan =~

Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ~ : PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG  PERUBAHAN -

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang .
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya |
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 . (Bérita Daerah . -
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110) yang telah beberapa kah :

KEDELAPAN ATAS PERATURAN GUBERNUR 'NOMOR 110
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN = DAN

PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS

DISEASE 2019,

Pasal l

diubah dengan Peraturan Guber*nfur :

a.

Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas:

Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penempan D:ts;phn dan".- o

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan c

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah PlOVIl’lSl Kalunantan . gt

Barat Tahun 2020 Nomor 149j;

. Peraturan Gubernur Nomor 7' Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas_ AR

Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pener apan Dzs:tplm dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan : :
Pengendalian Corona Virus Dzsease 2019 (Berita Daerah Pr ovmsz Kahmantan =

Barat Talhun 2021 Nomor 7);

. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kehga A‘tas'_.-'

Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan DlSlplll’l dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya- Pencegahan danj’ | |
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Kahman‘i:an

Barat Tahun 2021 Nomor 30);




d. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya ' Pencegahan -dan -
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Pr0v11131 Kahmantan -
Barat Tahun 2021 Nomor 47); PRER T

e. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kehma Atas
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan DlSlphn dan .
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya' Pencegahaﬂ daﬂ 5 R
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provmsz Kahmantan L
Barat Tahun 2021 Nomor 75); - T

f. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2021 tentang Perubahan I&eenam Atas L
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan =
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya . Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Dwease 2019 (Berita Daerah Provmsl Kahmantaﬁ SR
Barat Tahun 2021 Nomor 196);: - - R

g Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 ientemg Fenerapan D1s1pim dai'r o
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Dzsease 2019 (Berita Daerah Provmsa I{almantan] i
Barat Tahun 2021 Nomor 207 ) E

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) angka yak:m angka 1’?
sehingga Pasal 8 berbunyi Sebafral berikut :
- Pasal 8

(1) Setiap orang wajb meiaksanakan dan mematuhi penerap'm dlSlpilI’l dan o
penegakan hukum prot{)kol kesehatan yang mehputl :

a. Bagi perorangan : o _ : Sdn
1) menggunakan alat pehndung diri ‘berupa - masker yang menutupi’- ;
hidung dan mulut hingga dagu, jika  harus- keluar rumah ataw -

berinteraksi dengan .orang lain yang  tidak - chketahm status.
kesehatannya; f R Bt

2) membersihkan tangan secara teratur; _
3} pembatasan interaksi ﬁsﬂ{ (physical dlstancmg) dan _
4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS

b. Bagi pelaku usaha, pengelela penyelenggara, atau penangguﬁg J&W&b_”
tempat, dan fasilitas umum : : R R
1) melakukan soszahsam edukasi, dan. penggunaan berhaga.l medza" : ;:'_E::'
informasi untuk memberikan pengertlan dan pemahaman mengenal IR
pencegahan dan pengendalian Covid-I9; " : R

2) melakukan pemerﬂ{saan suhu tubuh di pintu- masuk

3} pengunjung dan karyawan wajib menggunakan masker

4) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah dzaksesfff_: gt
dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersﬂz tanﬂan'-f: L
(hand sanitizer);




10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)

upaya identifikasi (penaf isan) dan pemantauan kesehatan bag1 setzap B :

orang vang akan berakmwtas di lingkungan fasﬂltas umum

mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean palmg sedﬂs.lt SN

1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggan;
mengatur waktu kunj 3ungan
pembersihan dan desmfek& lingkungan secara berkaia

penegakan kedislpiman pada :perilaku masyarakat yang bereszko_.
dalam penularan dan tertula.rnya Couvid-19;

menjaga kualitas udaza di tempat usaha atau di tempat I{exja dengan' =
mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahaﬂ masuk serta Sl

pembersihan filter AC;

menjaga kebersihan tempat/faszhtas aumn;

melakukan pembersman dan desinfeksi di - area tempai/f asﬂztas.“f el

umuang,

memfasilitasi deteks'i dini dalam penanganan i k_égus untuk e

mengantisipasi penyebaran Covid-19;

mengupayakan pembayaran secara non tunal (cashless)

menyiapkan petugas untuk mengawas1 penerapan chsxphn dan 5 | : :_':-

protokol kesehatan; dan -

memberlakukan —pengaturan penibatas'an Jumlah pengun Juﬂg;? e

maksimal 50% (lima puluh persen): dari kapa51‘cas yang dlsedxalx
dan menerapkan protokol kesehtan secara leblh Ketat;

Menyediakan Scan QR Code PeciuhLandung:{ pada pmtu masuk da,n i

pintu keluar.

c. Bagi ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lamnya

1)
2)

(2} Setiap orang yang diwa J1bkan isolasi oleh Satuan Tugag vams1 dﬂarang":f
keluar rumah sampai berakhirnya imasa 1soia31 kecuall untuk keper}uan.__ o

memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum ber&ngkat beker ja; o S

dagu;

membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan'._"

air mengalir;

membawa dan mengguna,kan hand samtzzer :

melakukan pembatasan interaksi fisik- (Physzcal dzstancmg) mlmmaf : : f .
1,5 {satu koma lima) meter dan tidak Sahng berhadapan pada saat:-.-’_*:

menghadiri rapat/pertemuan

melakukan pengaturan jarak antara kursi mmamai 1 5 (sam koma‘_f : :';
lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat mengh&du‘ e

rapat/ pertemuan;

memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;

menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun .

mengikuti rapat; dan

meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS

konsultasi atau berobat 1<:e Dokter

menggunakan masker yang menutupi- hzdung dan 11'1111111: hmgg&-




(4)
(4a)
(4b)

dihapus.

Pelalku perjalanan dalam negeri yang menggunakan moda transpc)rtasi' N SRR
udara yvang masuk ke dam ah wajib menunjukkan sertlfikai Vaksinasi -

Covid-19 minimal dosis pertama serta hasil negatif tes RI-PCR. yang
berlaku maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif
Rapid Test Antigen yang berlaku maksimal 1 x 24 jam sebelum
keberangkatan melalui aplikasi Peduli Lindungi di bandara kedatangan.

dihapus.
dihapus.

Penumpang Bus antar Provinsi sebelum masuk ke .daerah  Waijib

menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis’ pertama serta - .
hasil negatif tes RIPCR yang berlaku maksimal 3 x 24 Jam. sebelum -
keberangkatan atau hasil negatif Rapid Test Antigen yang ber laku @
maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan melalui aphka& Peduh B

Lindungi di Terminal kedatangan

Maskapai penerbangan, Ope1 ator Pelayaran, Oper aiol Bus d1wa ybkan e

menggunakan PeduliLindungi untuk memeriksa hasil tes RI-PCR atau’

Rapid Test Antigen yang menunjukkan hasil negatif - dan . sudah - s
melakukan vaksinasi minimal dosis pertama pada seﬁap Peia_ku SRR B

Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) sewaktu melakukan check—m

Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan. Operato:t Bus dﬂaramg o .- -.1; -
membawa penumpang yvang hasil Rapid Test Ani1gen da:n/atau Swab TR

PCRnya positif Covid-19.

Penumpang Kapal Laut wapb menunjukkan . sermfikat Vaksma31 Camd 19-

minimal dosis pertama serta hasil negatif tes RT-PCR- yang beﬂaku;' . :
maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif Rapid -~
Test Anfigen yang berlaku maksimal 1 x 24 jam melalui aplikasi. Peduh R PR

Lindungi sebagai persyaratan perjalanan sebelum: masuk ke daerah

Setiap orang yang meiakukan perjalanan jarak Jauh memakaz liendaraan ER
pribadi meialul transportasi darat dan laiit wajib mernun 31.11{1{::111 sert:tfzkatf; ORI
Vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama serta:hasil negatif Rapid Test =~ = =
Antigen yang berlaku maksimal 1 x 24 jam: melalm aphkasz Peduh e
Lindungi sebagai persyaratan perjalanan dan Waﬁb mematuhl p1 otokei o

kesehatan ketat yang telah ditentukan.
Dihapus.
dihapus.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (Sa) ayat'”
(4a), ayat {4b}, ayat (6) dan ayat (7} yaitu sebagai bemkut

a. anak usia dibawah 5 (lima) tabun tidak dlwajlbkall meﬁun Jukkan =
sertifikat Vaksinasi Covid-19 dan hasil negatif tes K’T PCR a‘tau hasﬂ ERIEE

negatif Rapid Test Antzgen

b. anak wusia dibawah 12 (dua belas} tahun txdak le& jzbkan':”*-_ff s :

menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19; dan’

c. pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakzt-f S
komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima - -
vaksin wajib menunjukkan hasil negatif tes RTPCR yang: berlaku - S
maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil’ negatif Rapid =~
Test Antigen yang beﬂalm maksimal 1 x 24 jam’ melalm aphkasi S

Peduli Lindungi.




(10a) Pelaku perjalanan dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (10} huruf ¢ wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumgh
Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum
dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi umum udara,
laut, sungai dan darat akan dilalcukan tes acak (random check) Swab RT-
PCR/Rapid Test Antigen apabila diperlukan oleh Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 Daerah pada saat tiba di bandara, terminal atau
pelabuhan kedatangan.

Pelaku perjalanan dalam daerah yang menggunakan moda transportasi
udara harus menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis
pertama serta hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku maksimal 3 x 24 jam
sebelum keberangkatan atau hasil negatif Rapid Test Antigen yang
berlaku maksimal 1 x 24 jam melalui aplikasi Peduli Lindungi di
Bandara atau terminal keberangkatan.

dihapus.

Khusus periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yzaitu pada tanggal 24
Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, terhadap pelaku
perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara yang masuk ke
daerah wajib menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal dosis
pertama serta hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam
kurun waktu maksimal 3 x 24 jam melalui aplikasi Peduli Lindungi
sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni avat
(11}, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 16

Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau
penanggungjawab tempat dan {asilitas umum serta ASN dan Tenaga
Kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1} dan Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi.
Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan .
pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. bagi perorangan :

1) teguran lisan atau teguran tertulis;

2} kerja sosial selama 15 (lima belas) menit;

3} denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiahj

dan
4) dikarantina sampai keluarnya hasil Swab PCR.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab
tempat, dan fasilitas umum :
1) teguran lisan atau teguran tertulis;

2) denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- {(satu juta rupiah),

)

3] penghentian sementara operasional usaha;
4) pencabutan ijin usaha; dan/atau _
5) apabila terdapat kluster keterjangkitan Covid-19 dalam kegiatan yang

melibatkan banyak orang, maka biaya pengobatan pasien Covid-I9
tersebut ditanggung oleh penyelenggara atau penanggungijawab.

(10) Denda administratif sebagalmana dimaksud pada ayat {2) di.seibrkan ke . -

Kas Daerah.



(10}

c. bagi ASN:
1) teguran tertulis; dan

2) denda administratif berupa tidak dlbayarkannya uang makan pada S

hari melakukan pelanggaran disiplin dan tidak dlperkenankan o

memasuki seluruh kawasan kantor Pememntah Daerah untuk"_" R

melaltukan urusan kedmasan

d. bagi Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya:
1) teguran lisan, :
2) teguran tertulis; atau
3) kerja sosial

Setiap orang yang melanggar Ketentuan sebagaamana dlmaksud dalam-_' TS R
Pasal 8 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ruplah} S

Terhadap ASN yang melakukan pelanggaran di ‘luar 1111gkungan kantor;”
dikenakan sanksi yang bers1fat perorangan sebaga;mana d1maksud pada el

ayat (2) huruf a.

Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus yaﬁg t;dak.;jf'_

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)
dikenakan sanksi:

a. dilarang membawa penumpang darz Iuar daerah mak&nma} 10 (Sepuluh)_ Sl

hari berturut-turut;

b. denda administratif se'besar Rp 5.000. 000 - (llma guta 1upaah) bagz_:";s;:.-_._-';”

Maskapai Penerbangan;

¢. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (sa‘tu juta 1up1ah) bagl_:':_._:._-_} -F.- o

Operator Pelayaran; dan'

d. denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus mbu mplah) bagz

Operator Bus. L
Maskapai penerbangan yang akan masuk ke daerah dﬂarang membawa '

penumpang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil: negatxf
uji Swab berbasis RT-PCR atau Rapzd Test Antigen melalm aphkasat peduil

lindungi.

Dalam hal maskapai penerbangan melanggar ketentuan sebagalmaﬂa:1'._;'-'_.'-’-.'____ l. o
dimaksud pada ayat (Sa) dikenakan sanksi sebagalmana dlmaksud pada Gl

ayat (5) huruf a.
Dihapus. - SO G
Setiap penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. ayat (Sa) aya‘t_ e

(4a), ayat (4b), ayat (6) dan ayat (7) yang tidak dapat menunjukkan hasil
Rapid Test Antigen atau Swa;b PCR akan dﬁakukan U_}i Swab R")R pada Saat" S

kedatangan.
Dalam hal hasil Rapld Test Antigen atau Swab PCRnya posmf akem
dilakukan isolasi masing-masing selama 14 (empat Dbelas) hari-di; 'tempais ;

yang disediakan oleh Pemerintah Promns:i/Kabupaten/Kota yang blayanyai_:_:ga e

ditanggung/dibebankan kepada penumpang yang bersangkutan. '

Biaya Uji Rapid Test Antigen atau Uji Swab PCR sebagaimana dzmaksud :
dalam Pasal 8 ayat (3a), ayat (4a), ayat (4b), ayat (6) dan ayat (7) =
dibebankan kepada masing-masing penumpang yang bersangkutan dengan.'f_.”-;_'

rincian sebagai berikut:

a. biaya Rapid Test Antigen sebesar Rp. 109 OOO (seratus sembﬂa:u nbu o

rupiah) per orang; dan |

b. biaya uj Swab PCR sebesar Rp.300. 000 (tzga 1‘atus mbu 1up1&zh) per._:'-."_z-.* fff:‘:.

orang.

Dikecualikan dari ketentuan sebagalmana d1ma1<sud pada ayat (2) hm uf a:-.-:
adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Tndonesia =~ = -
(POLRI) di daerah dan apabila melakukan: peianggaran dﬁaporkan kepad.ai.-:___; S

institusi masing-masing,

Denda administratif Sebaga:{mana dlmaksud pada ayat ( ) digemﬂ{an ke S

Kas Daerah.




(11) Bagi pelaku wusaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab
tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 17 dikenakan -'Sanksi a
berupa: 1
a. penghentian sementara operasional usaha paling lama 7 (tujub) har1 :

kalender; atau

b. pencabutan ijin usaha apabila tidak memenuhi ketentuan dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiriya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalunan‘tan :
Barat. - '

Ditetapkan di Pontianalk -~
pada tanggal 24 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
ttd.

SUTARMIDJL

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

tid.

SAMUEL el |
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 212 -

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA RBIRO HUKUM,

PEMBINA TINGKAT 1
NIP. 19701110200212 1005




